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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah peradaban manusia telah mencatat banyak peristiwa di mana

seseorang atau sekelompok manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau

sekelompok manusia lain untuk memperjuangkan apa yang di anggap menjadi

haknya, bahkan sejarah pernah mengisahkan bahwa sering kali perjuangan itu penuh

dengan penderitaan dan pengorbanan jiwa.

Perjuangan menuntut hak bukan hanya monopoli masyarakat di negara-negara 
berkembang, melainkan juga memberi warna, dalam sejarah politik suatu 
negara, misalnya di Eropa dan Amerika Utara. Episode politik yang di rangkai 
dari Magna Charta, Bill Of Right, Declaration des Droit De VHomme Et Du 
Citoyen dalam babakan sejarah Eropa, penuh dengan kisah upaya manusia 
untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap asasi 
dan harus dijamin. i

Hak asasi yang harus di jamin merupakan hak yang bersumber langsung dari

Tuhan yang dibawa sejak lahir bahkan hak itu sudah ada waktu berada dalam

kandungan seorang ibu.

Keinginan itu timbul setiap kali terjadi praktek-pratek kekuasaan yang 

dianggap menyinggung harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam proses ini telah 

lahir beberapa dokumen yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada

Eddy O.S. Hieriej. 2006. “Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan.” Makalah untuk Fasilitator 
Workshop Hak-hak Warga Negara (c/v/7 right) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum 
Swadaya bekerja sama dengan IRE Yogyakarta dan 1NP1 PACT Indonesia, Kaliurang, 10-12 Mei. 
Hlm.l
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beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal 

dan asasi. Dokumen-dokumen tersebut merupakan instrumen hukum penegakan hak

asasi manusia.

Hak-hak yang dirumuskan di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18 sangat 

dipengaruhi oleh gagasan yang berkembang waktu itu yakni hukum alam {natural 

law) seperti yang dirumuskan oleh Jhon Locke (1632—1714) dan Jean Jaques 

Rousseau (1712-1778).2 Hak-hak yang harus dilindungi pada waktu itu hanya 

terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas

kebebasan, hak untuk memilih dan seterusnya.

Pada abad ke-20, dunia mengalami dua kali peperangan, Perang Dunia I dan

Perang Dunia II, yang dianggap merupakan suatu kejahatan, diantaranya kejahatan

perang dan genosida. Kejahatan-kejahatan tersebut kemudian dianggap sebagai 

bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang sifatnya universal.

Dalam konteks hukum internasional, perlindungan terhadap hak asasi 

manusia dititikberatkan pada individu, baik orang asing maupun warga negara. Akan 

tetapi setelah perang dunia, perlindungan hak asasi manusia ditujukan pada kelompok 

minoritas. Hal ini timbul setelah pembunuhan massal yang dilakukan oleh Nazi 

terhadap masyarakat Yahudi. Demikian pula realisasi dan perlindungan hak 

manusia menjadi tujuan PBB dalam menentukan kewajiban dari negara anggota 

untuk menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

asasi

2 lbldt hlm.2
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Pelanggaran berat hak asasi manusia merupakan kejahatan luar biasa (extra 

ordinary crimes) yang berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun 

internasional. Pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian baik materil maupun 

imateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman terhadap perorangan dan 

masyarakat.

Bila dilihat dari jenis-jenis kejahatan internasional (International crimes), 

maka eksistensi kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hak 

asasi manusia berasal dari sejarah perkembangan perjanjian internasional mengenai

hak asasi manusia, selain itu masih ada jenis kejahatan intenasional yang

eksistensinya berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktek hukum 

internasional, seperti pembajakan, kejahatan perang dan perbudakan.3

Pada tahun 1930-an, depresi besar terjadi secara global karena di semua benua 

terdapat koloni barat yang mengantarkan Eropa ke Perang Dunia II dan Asia-Afrika 

ke perjuangan kemerdekaan. Pada tahun itu pula terjadi perang Pasifik yang 

membawa pendudukan militer Jepang di Asia Tenggara, sementara di Eropa akibat 

Dunia telah melahirkan gerakan-gerakan anarkis dan depresi yang 

menumbuhkan fascisme4, diktator5 dan militerisme6.

Perang

3 Romli Atmasasmita. 2000. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: Refika. Hlm.40. 
Fascisme merupakan suatu paham yang bertujuan mendirikan suatu negara yang kuat dengan 
pemerintahan berada dalam tangan seseorang yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. 
Contoh: Italia di bawah Mussolini.

3 Diktator merupakan seseorang yang memerintah dengan kekuasaan yang mutlak.
Militerisme merupakan penguasaan dan pengaruh dari golongan tentara yang begitu besar sehineea 
mendesak golongan sipil.
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Ekses dari depresi tersebut telah menimbulkan kekejaman, kekerasan dan 
penderitaan terhadap umat manusia, baik yang dilakukan oleh individu, 
sekelompok orang maupun negara. Fenomena kekejaman, kekerasan, dan 
penderitaan terhadap umat manusia di seluruh belahan dunia seakan kembali 
berulang di awal tahun 2000-an ini dengan istilah yang akrab di telinga kita, 
yakni terorisme.7

Sebuah aksi terorisme yang fenomenal. Tiga pesawat penerbangan komersil 

Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakan ke menara kembar (Twin 

Towers) World Trade Center (WTC) dan gedung pentagon. Peristiwa ini dikenal 

dengan sebutan tragedi 11 September, kejadian ini menjadi titik tolak persepsi dunia 

internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk memerangi terorisme. 8

sangat mengecam tindakan-tindakan teroris,Masyarakat internasional 
kondisi ini disebabkan kegiatan terorisme sudah menyentuh lingkaran 
peradaban manusia yang dianggap bersifat immoral karena kegiatan terorisme 
telah menghancurkan peradaban, tidak mengenal atau tidak membedakan 
sasaran yang menjadi korbannya, dan tidak juga membedakan jenis kelamin, 
usia, dan latar belakang agama dan etnis bahkan ideologi.9

Dalam konteks Indonesia, sebenarnya aksi teror dalam pengertian peledakan 
bom di beberapa daerah di Indonesia, telah terjadi sebelum aksi teror yang 
terjadi di Amerika Serikat. Seperti pengeboman pada malam natal di beberapa 
kota di Indonesia pada tahun 2000, lalu peledakan bom di depan Kedutaan 
Besar Philipina pada awal tahun 2001.10

Dari beberapa aksi pengeboman di berbagai daerah di Indonesia, tidak ada 

reaksi yang berarti dari pemerintah. Setelah terjadinya peristiwa bom Bali, 

pemerintah baru menyadari bahwa teroris benar-benar hidup di tengah kita.

7 Dani Krisnawati dkk. 2006. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus. Yogyakarta: Ilmu dan Amal 
Hlm.222.

8 Sunan J. Rustam. Terorisme dalam perspektif Hukum Internasional dalam 
www.theceli.coni berita detail.php.tipe 'a'&news 72.Maret.2007.hal 1

9 Romli Atmasasmita. 2003. “Aspek Nasional dan Global Pemberantasan Terorisme.” Jurnal Hukum 
Internasional UNPAD, vol 2 No.3 Desember 2003. Hlm.228.

10 Dani Krisnawati., Op Cit., hal.220

1

http://www.theceli.coni
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Adapun pelanggaran berat HAM dalam konteks Indonesia yang mengundang 
keterlibatan Dewan Keamanan PBB adalah menyangkut tindak kekerasan 
yang terjadi di Timor Timur. Kekerasan di Timor Timur terjadi setelah 
pemerintah RI mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 januari 1999 
menyangkut masa depan Timor Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi 
khusus.11

Sejak opsi diberikan, terlebih setelah diumumkanya hasil jajak pendapat, 

berkembang berbagai bentuk tindak kekerasan yang diduga merupakan pelanggaran 

berat Hak asasi manusia dan kejahatan perang (war crime).

Di Indonesia sendiri, adanya anggapan masyarakat bahwa aksi terorisme 

merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Seperti yang diungkapkan oleh M. 

Fajrin, “....tidak ada bedanya antara teroris dengan pelanggaran berat HAM, toh 

intinya ingin melenyapkan....”12 Ada juga anggapan masyarakat bahwa terorisme 

berbeda dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, hal ini diungkapkan oleh Agus

Rustandi.

”—istilah terorisme memiliki konotasi positif sebagai alat untuk memulihkan 
tatanan pemerintahan revolusioner dengan cara intimidasi dan cara terhadap 
gerakan kontra revolusioner sedangkan pelanggaran berat HAM merupakan 
gerakan untuk mempertahankan pemerintahan yang sedang berkuasa....” 13

Kedua pernyataan seperti diatas disebabkan karena aksi teror yang dilakukan

dengan tujuan untuk menimbulkan ketakutan dengan cara kekerasan, penindasan,

ataupun pembunuhan massal yang ditujukan kepada orang-orang tertentu,

kelompok-kelompok tertentu atau masyarakat tertentu demi tujuan politik. Apabila

“Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM). Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di 
Timor Timur, dalam http:/. www.komnasham. Or. Id/ kegiatan%20khusus/KPPHAM timtim.htm 
10/17/02
M. Fajrin. 2007. 12 September. Teroris Berganti Rupa.” Sumatera Ekspres'. Harian Pagi.
Agus Rustandi. 2006. 18 April. “TerorismeiTerminologi, Definisi dan Sebuah Perang.” Forum 
Hukum\ volume 2 No. 4

http://www.komnasham
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kejahatan ini dilakukan oleh negara, biasanya dalam bentuk pengekangan terhadap 

hak-hak asasi manusia termasuk didalamnya hak untuk hidup aman dan tentram.

Berkaitan dengan adanya pro dan kontra (kontroversi) yang muncul mengenai 

aksi terorisme yang disamakan dengan tindakan pelanggaran berat hak asasi manusia, 

sedangkan sasaran terorisme bukanlah korban yang menjadi tujuan utama, melainkan 

dijadikan sarana untuk menciptakan perang. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. 

Muladi SH, yakni “ bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang “

Bertolak dari kontroversi pelanggaran berat hak asasi manusia dan terorisme 

tersebut, maka skripsi atau tulisan ini meneliti masalah “ Karakteristik Tindak

Pidana Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Terorisme ”

agar di ketahui perbedaan antara keduanya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulisan skripsi ini 

mencoba untuk mengidentifikasikan perumusan Tindak Pidana Pelanggaran berat

HAM dan Tindak Pidana Terorisme.

Atas dasar itulah, permasalahan yang ingin dikaji dalam penulisan skripsi ini

adalah:

“Bagaimanakah suatu tindakan dikatakan sebagai Tindak Pidana Terorisme 

dan Tindak Pidana Pelanggaran Berat HAM? oleh karena keduanya dapat merupakan 

kejahatan kemanusiaan.”
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C. Tujuan

Tujuan penulisan bahan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui identifikasi antara Tindak Pidana Pelanggaran berat HAM 

dengan Tindak Pidana Terorisme.

2. Untuk mengetahui apakah pelanggaran berat HAM dan terorisme termasuk 

kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan yang berdimensi internasional.

D. Manfaat

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini berguna untuk menambah khasanah

pengetahuan masyarakat umum mengenai hukum nasional dan hukum

internasional khususnya mengenai terorisme dan pelanggaran berat HAM.

Sedangkan bagi mahasiswa penulisan bahan hukum ini dapat dijadikan bahan

bacaan untuk bahan pertimbangan apabila tertarik pada penulisan sejenis.

2. Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi pemerintah untuk dapat

menemukan suatu strategi baru dalam mengatasi setiap aksi terorisme dan 

pelanggaran berat HAM, serta membuat pengaturan yang relevan fungsinya.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penulisan skripsi ini mencakup hukum internasional 

dan hukum nasional yang berkaitan dengan objeknya. Namun mengingat luasnya 

jangkauan bidang hukum internasional dan hukum nasional, maka perlu diadakan ; fv^S

batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah sehingga Memperoleh
a: * J ?? '' ■

1 r. -

9 ^ . •
’ cC; -•V'

:■

v

i - ? I
. t

I
■ ■x,v ' v -
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ketajaman aslinya, sehubungan dengan itu sesuai dengan permasalahan dalam 

penulisan ini dibatasi pada aspek perumusan tindak pidana pelanggaran berat HAM 

dan tindak pidana Terorisme

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan yuridis normatif. Maksudnya penelitian ini pada umumnya

secara sistematisbertujuan untuk melukiskan atau memberi gambaran 

mengenai perumusan tindak pidana pelanggaran berat HAM dan tindak

pidana Terorisme, baik menurut hukum internasional maupun hukum

nasional.

2. Sumber Data berupa data dokumen yang di peroleh dengan cara studi pustaka.

3. Teknik Pengumpul an Data

Data sekunder yang termasuk dalam penulisan hukum ini mencakup:

3.1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang

berupa: Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen, Undang-

Undang No. 99 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang

No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-

Undang No. 15 dan No. 16 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme, Statuta Roma 1998 (Rome Statute 1998), serta 

Konvensi Internasional tentang Terorisme.
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3.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang akan memberikan 

penjelasan bahan hukum primer. Seperti asas-asas hukum, teori hukum, 

doktrin, dan yurisprudensi.

3.3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang akan memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Contohnya: kamus, ensiklopedi, buku hukum, jurnal, majalah, media

cetak dan media elektronik.

4. Analisis Data

Data yang didapat selanjutnya akan dianalisis melalui pendekatan yuridis

normatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dan kemudian

menarik kesimpulan dari masalah-masalah tersebut dengan berlandaskan pada teori-

teori dan pengertian-pengertian hukum yang disusun secara sistematis.
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